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1.1 Latar Belakang 

BABI 

Pendahuluan 

Pemerintahan yang bersih merupakan keinginan dari semua elemcn 

bangsa yang ada di negara ini. Terlebih lagi setelah munculnya gerakan reformasi 

yang telah menumbangkan rezim yang telah berkuasa selama 32 (tiga puluh dua) 

. tahun lamanya, dan dianggap amat banyak kckotorannya. 

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih bukanlah langkah yang 

mudah semudah membalikan telapak Langan ataupun juga bukan sulap yang bisa 

dilakukan dengan kata simsalabim, melainkan suatu langkah besar yang 

memerlukan suatu proses yang memakan waktu. Dan saiah satu langkah besar 

tersebut ialah melakukan pemberantasan korupsi yang ternyata merupakan salah 

satu penyakit yang sudah mengakar jauh di dalam tubuh masyarakat. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan salah satu alat 

pemerintah yang dapat melakukan dan mempunyai wewenang untuk memberantas 

tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah dan BUMN/BUMD. 

Untuk melakukan sesuatu diperlukanlah alat untuk melakukannya, 

maka untuk memberantas tindak pidana korupsi ini maka BPK menggunakan 

alatnya yaitu audit investigasi. 

Audit investigasi walaupun bukan barang baru Iagi bagi para akuntan 

tcrutama para auditor pemerintah, namun namanya akhir-akhir ini sering 

menghiasi media massa setelah terungkapnya kasus korupsi yang di tcrjadi di 

KPU (Kornisi Pcmilihan Umum). 
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Setelah terbongkarnya kasus KPU maka permintaan terhadap audit 

investigasipun banyak, mulai dari tentang dana gerakan reboisasi hutan (Gerhan), 

penyelewengan anggaran yang terjadi di departemen-departemen seperti 

departemen agama dan departemen lainnya, serta berbagai kasus korupsi yang 

terjadi di berbagai pemerintahan daerah baik yang di lakukan oleh oknum 

eksekutif maupun yang di lakukan oleh oknum legislatif hingga kasus yang 

terbaru mengenai penyelundupan berton-ton BBM (Bahan Bakar Minyak) dan. 

penyclewengan dana subsidi BBM yang di lakukan oleh oknum pegawai 

Pcrtamina. 

Selama pemerintah dan kita semua tetap menginginkan pemerintahan 

yang bersih dari korupsi sesuai dengan amanat dari reformasi yang telah 

merenggut nyawa mahasiswa-mahasiswa pilihan maka audit investigasi akan 

terus berkembang menuju arah yang lebih baik dari saat ini. 

Mengungkapkan dan menemukan segala bentuk ketidakwajaran yang 

terjadi di instansi-instansi pemerintahan, BUMN/BUMD merupakan salah satu 

tugas utama dari BPK maka audit investigasi merupakan alat untuk 

mengungkapkan ha! tersebut. Kalau boleh di ibaratkan dengan seorang tukang 

kayu maka audit investigasi merupakan gcrgaji dan palu yang diperlukan oleh 

tukang tersebut untuk dapat membuat suatu perabotan rumah tangga. Sehingga 

audit investigasi merupakan suatu keniscayaan bagi BPK dalam melaksanakan 

tugasnya dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi 

Setiap pekerjaan itu selalu ada tantangan atau kendalanya begitu pula 

dengan audit investigasi ini. Kendala yang pertama dan utama ialah dari dalam 

pclaksananya yaitu BPK dimana keistiqomahan para auditor pemerintah ini masih 

banyak dipertanyakan orang, ha! ini karena terungkapnya dimana oknurn dari 
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BPK tidaklah melaksanakan tugas yang di bebankan oleh negara ke pundaknya 

dengan sebagai mana mestinya sehingga kecurangan yang terjadi seolah-olah 

tidak ditemui, ataupun para oknum BPK ini mendapatkan uang atau fasilitas yang 

sebenarnya bukan merupakan hak mereka dari klien yang di periksanya. 

Kendala yang kedua ialah susahnya mengungkap kecurangan yang 

terjadi jika kecurangan tersebut di lakukan secara bersama-sama (kolusi) dari 

level yang paling bawah sampai yang paling atas. Karena mereka satu sama lain 

akan saling melindungi kawannya dan semua bukti-bukti di buat sedemikian rupa 

sehingga seolah-olah tidak terjadi kecurangan. Jika ha! ini yang terjadi maka para 

auditor itu harus berupaya keras untuk memutus jaringan kolusi tersebut dan 

berharap akan terjadinya pengkhianatan terhadap kolusi tersebut sehingga dapat di 

bukalah kecurangan tersebut. 

Kendala yang lainnya ialah audit investigasi ini hanyalah sebagai alat 

pengantar bukanlah alat pemutus. Adapun alurnya adalah setelah adanya 

permintaan dari instasi yang berwenang maka BPK akan mdaksanakan 

pemeriksaan selanjutnya hasilnya akan di serahkan kepada pihak yang meminta 

dan jika ditemui unsur pidana maka akan di tindak Ianjuti oleh polisi dan 

kcjaksaan dan akhirnya barulah di putuskan olch pcngadilan. Maka walaupun dari 

hasil audit investigasi yang di lakukan olch 13PK di temui unsur merugikan negara 

tetapi jika pihak-pihak yang tidak berkcnan melakukan tindakan yang dapat 

mempengaruhi keputusan baik yang diambil oleh pihak kepolisian, kejaksaan atau 

pengadilan maka hasil audit investigasi tersebut menjadi tidak berarti. 

Oleh karena itu dalam hal ini BPK dcngan alatnya audit investigasi 

tidaklah dapat scndirian clalam membcrantas korupsi yang tcrjadi di negara ini 

mclainkan melalui dukungan banyak pihak tcrmasuk masyarakat dimana dcngan 
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serta mcrta bisa melaporkan kecurangan-kecurangan yang ditemuinya kepada 

instansi-instansi yang terkait, serta keinginan kuat dari kita semua untuk 

melaksanakannya. 

Segala sesuatu di dunia ini pasti punya manfaatnya begitu pula dengan 

audit investigasi ini. Adapun manfaatnya yang pertama ialah mengungkapkan 

kecurangan-kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah baik eksekutif. 

legislatif, maupun yudikatif, sehingga mampu mewujudkan cita-cita kita semua 

agar negara kita menjadi negara yang bersih dari korupsi; kolusi dan nepotisme 

sesuai dengan amanat reformasi yang di usung oleh mahasiswa paqa tahun 1998. 

Adapun manfaat yang lainnya ialah mampu membuat takut atau shock 

therapy bagi para calon pelaku tindakan korupsi lainnya karena mereka bisa 

sewaktu-waktu diperiksa oleh BPK kecurangan-kecurangan yang mereka lakukan. 

Serta membuat jera para pelaku korupsi sehingga mereka tidak mengulangi lagi 

tindakan yang telah mereka lakukan di kemudian hari. 

Dan dampak besar lainnya ialah menyclamatkan uang negara yang akan 

di korupsi oleh para oknum-oknum tcrsebut schingga uang tcrsebut dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk melakukan pembangunan dan 

melayani kebutuhan masyarakat. 

Dari hal tersebutlah maka penulis mencoba mclakukan penclitian ini 

dan mengambil judul " Pera11an Audit lnve.\·tigasi Sebagai A/at dari Bada11 

Pemeriksa Keua11ga11 (BPK) dalam Ra11gka Membera11tas Korupsi u11tuk 

Mewujudkan Pemeri11taha11 yang BersiJ, (Good and Clean Go,·emment). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Melihat dari pemaparan tentang latar belakang di alas maka penulis 

mencoba mengangkat suatu permasalahan walaupun sebenarnya bukan suatu 

masalah melainkan hanya keinginan tahuan dari penulis mengenai hal ini yaitu 

seberapa besar peranan audit investigasi sebagai a/at dari badan pemeriksa 

keuangan (BPK) da/am membera11tas ti11dak pida11a korupsi yang sesuai dengan 

VU No.JI Tahw1 1999 111111t11k mewj11dka11 pemerintahan yang bersil, (good and 

clean govemme11t) 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mencoba mengetahui seberapa 

besarnya peranan yang dimiliki oleh audit investigasi sebagai alat yang di miliki 

oleh badan pemcriksa keuangan (BPK) yang merupakan salah satu auditor negara 

untuk memberantas tindak pidana korupsi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mcnambah pengetahuan mengenai audit investigasi baik bagi penulis 

sendiri dan juga untuk pembaca. 

2. Mcnambah khasanah penelitian di bidang pemeriksaan akuntansi atau 

auditing. 
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3. Dapal ditindaklanjuti atau dikembangkan oleh peneliti-peneliti 

berikutnya. 

1.5 Kerangka Teoritis 

Berhubung dalam tulisan ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok, yaitu 

audit investigasi, badan pemeriksa keuangan, dan tindak pidana korupsi maka 

kerangka teoritis mengenai ketiga komponen tersebut. 

Adapun mengenai auidt invcstigasi landasan teori yang dipakai antara 

lain, pengertian urnurn dan khusus, tata cara audit investigasi , prosedur audit 

investigasi, bentuk laporan audit investigasi dan siapa yang berhak melakukan 

audit investigasi. 

Sedangkan mengenai badan perneriksa keuangan landasan teori yang 

dipakai antara lain, mengenai kedudukan BPK dalam struktur pemerintahan, 

f ungsi dari BPK. tu gas dan wewenang dari BPK. 

Sedangkan untuk tindak pindana korupsi landasan teori yang dipakai 

ialah berasal dari undang-undang yang ada, peraturan pernerintah mengcnai 

tindak pidana korupsi, yang mengenai definisi korupsi , tindakan yang dapat 

dikategorikan sebagai korupsi , dan hal-hal yang terkait lainnya. 

Serta di tambah beberapa pengertian dan ciri terbcntuknya suatu 

pemerintahan yang bersih atau clean government. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Pcnelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian yaitu studi 

pustaka dimana penulis mcngumpuikan berbagai literatur-lietratusr dari berbagai 

bahan bacaan yang akan mendukung terhadap permasalahan dalam penelitian ini. 

Setelah semua literatur tersebut dipaparkan maka penulis akan 

menganalisanya sesuai dengan permasalahan yang diangkat setelah itu baru 

diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini. Adapun metode analisis penelitian 

dengan metode deduktif yaitu dari umum ke khusus. 

Adapun parameter untuk menilai seberapa bcsar peranan audit 

investigasi sebagai alat BPK dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi 

untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean government) ialah 

dengan melihat pada bagian mana audit investigasi ini berada dan kontribusinya 

pada suatu proses penanganan tindak pidana korupsi. 

1.7 Sistimatika Penulisan 

Sistimatika dari penulisan ini adalah terdiri dari 4 (cmpat) bab yang 

masing-masing bab membuat penjelasan tertentu. Adapun perinciannya sebagai 

berikut: 

Bab I 

Pcndahuluan : Mengenai hat-hat tentang penclitian ini sencliri , scperti 

tatar bctakang, pcrmasatahan. tujuan, manfaat. 

mctodctogi pcnelitian dan sistimatika pcnulisan 



Bab II 

Landasan Teori : 

Bab III 

Analisa: 

Bab IV 

Kcsimpulan & Saran : 
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Mengenai landasan-Iandasan teoritis yang dipakai dan 

di jadikan dasar dalam melakukan penelitian ini. 

Mengenai analisa pembahasan dari permasalahan yang 

ada. 

Mengenai kesimpulan yang diambil setelah 

dilakukannya penelitian ini dan saran-saran yang akan 

dikemukakan atas hasil penelitian ini. 
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